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ABSTRAK :  - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6B ayat (4) clan Pasal 6C ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, serta Pasal 40 ayat 
(3) clan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial 
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, clan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit 
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, clan Pegawai Aparatur 
Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan clan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai 
Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 25 
Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No. 37, TLN No. 3200) sebagaimana telah diubah dengan PP 20 Tahun 
2013 (LN Tahun 2013 No. 55, TLN No. 5407), PP 26 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No. 38), PP 68 Tahun 
1991 (LN Tahun 1991 No. 88), PP 102 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 324, TLN No. 5792) 
sebagaimana telah diubah dengan PP 54 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 223, TLN No. 6559), 
Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Keppres 56 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah 
dengan Keppres 8 Tahun 1977, Permenkeu RI 71/PMK.02/2008 (BN Tahun 2008 No. 45), 
Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Akumulasi Iuran Pensiun bersumber dari Iuran Pensiun, hasil pengembangan Iuran Pensiun, dan 
pendapatan selain Iuran Pensiun dan hasil pengembangan Iuran Pensiun yang meliputi imbal jasa 
(fee) penyaluran Dana Belanja Pensiun dan pendapatan sewa aset program pensiun. Pengelolaan 
akumulasi Iuran Pensiun dilaksanakan oleh Badan Pengelola. Badan Pengelola melaksanakan 
pengelolaan akumulasi Iuran Pensiun melalui penggunaan dan pengembangan. Pengelolaan 
akumulasi Iuran Pensiun dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, 
solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. Akumulasi Iuran Pensiun yang 
dikelola oleh Badan Pengelola dapat digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun, pembayaran 
talangan manfaat pensiun awal tahun, pembayaran talangan kekurangan alokasi manfaat pensiun, 
pembayaran biaya operasional penyelenggaraan, pengembangan dalam instrumen investasi, 
pemenuhan kewajiban perpajakan, dan/atau pengembalian nilai tunai Iuran Pensiun. 
Penghapusbukuan aset dalam bentuk bukan investasi dan bersifat aset tetap berupa tanah dan/atau 
bangunan dilakukan karena pemindahbukuan dari akumulasi Iuran Pensiun ke program tabungan 
hari tua. Badan Pengelola dilarang memiliki dan/atau menempatkan aset pada instrumen derivatif 
dan/atau instrumen turunan surat berharga yang diperoleh sebagai bagian yang melekat pada suatu 
surat berharga, kecuali dalam rangka right issue atas saham yang telah dimiliki, instrumen 
perdagangan berjangka, baik untuk perdagangan komoditi maupun perdagangan valuta 



asing, instrumen investasi di luar negeri, perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki 
oleh direksi, komisaris, atau pejabat negara selaku pribadi, dan/atau perusahaan yang sebagian atau 
seluruh sahamnya dimiliki oleh keluarga sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke 
samping. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu RI 139/PMK.02/2017 sebagaimana telah 
diubah dengan Permenkeu RI 148/PMK.02/2018, Permenkeu RI 174/PMK.02/2017 sebagaimana 
telah diubah dengan Permenkeu RI 147/PMK.02/2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2021 dan diundangkan pada tanggal 31 Mei 
2021. 

 


